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ABSTRAK 

Di tahun 2024 menjadi momentum pesta demokrasi besar-besaran di 

Indonesia untuk pertama kalinya. Hal ini merujuk pada proses pemilihan presiden 

dan wakil presiden serta pemilihan legislatif di bulan februari dan pemilihan 

kepala daerah di bulan november. Merujuk pada akan diadakannya Pilkada 

serentak maka menuju pada tahun 2024 tercatat sebanyak 271 kepala daerah yang 

purna atas jabatan, dan akan digantikan oleh penjabat kepala daerah untuk 

mengisi kekosongan jabatan. Hadirnya penjabat tersebut tentu saja menghindari 

akan adanya kekosongan jabatan (vacum of power). Terlepas dari poin tersebut 

bahwa hadirnya penjabat kepala daerah tentu menuai problem tersendiri yang 

dalam penelitian ini mencakup beberapa poin diantaranya. Pertama, Bagaimana 

mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah persepktif demokrasi. Kedua, 

Apa saja yang menjadi kewenangan dari penjabat kepala daerah dalam mengelola 

pemerintahan daerah. Dari dua poin tersebut yang kemudian menjadi judul 

penelitian adalah “Problematika Penjabat Kepala Daerah di Masa Pilkada 

Serentak Dalam Perspektif Demokrasi” 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang tentunya berhubungan 

dengan Sistem Pemerintahan Daerah, Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala 

Daerah, serta Kewenangan yang ada pada Pejabat Kepala Daerah. Dari semua 

data yang dikumpulkan dengan metode demikian kemudian dianalisis secara 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah tidak adanya mekanisme 

yang dilakukan dengan tinjauan prinsip demokrasi serta kewenangan yang ada 

penjabat telah menghilangkan proses mandat dari rakyat yang juga merupakan 

prinsip demokrasi di daerah. Mengenai aturan yang menjadi patokan juga tidak 

mengatur dengan jelas bagaimana mekanisme yang padanya terkait dengan teknis 

pengangkatan serta syarat dan prosedur terkait.  

 

Kata Kunci : Penjabat Kepala Daerah, Mekanisme, Kewenangan.  
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ABSTRACT 

 

2024 will be the momentum of a massive democratic party in Indonesia 

for the first time. This refers to the process of electing the president and vice 

president as well as legislative elections in February and regional elections in 

November. Referring to the simultaneous regional elections, towards 2024 there 

are 271 regional heads who are retired from office, and will be replaced by acting 

regional heads to fill vacancies. The presence of the acting certainly avoids the 

vacancy (facum of power). Apart from this point, the presence of the acting 

regional head certainly reaps its own problems, which in this study include several 

points including. First, how is the mechanism for appointing acting regional heads 

from a democratic perspective. Second, what is the authority of the acting regional 

head in managing regional government. From these two points, the title of the 

study was "The Problem of Acting Regional Heads During the Simultaneous 

Regional Elections from a Democratic Perspective" 

This study uses a normative juridical approach with data collection 

methods through literature studies which are certainly related to the Regional 

Government System, the Mechanism for Appointing Regional Head Officials, and 

the Authority that exists in Regional Head Officials. From all data collected by 

such methods then analyzed qualitatively. 

The result of this research is that there is no mechanism carried out with a 

review of democratic principles and existing powers, the acting has eliminated the 

mandate process from the people which is also a democratic principle in the 

regions. Regarding the rules that become the benchmark also do not clearly 

regulate how the mechanism to which is related to the technical appointment and 

related terms and procedures. 

 

Keywords: Acting Regional Head, Mechanism, Authority 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

MOTTO 

 

“Kemampuan Terbesar Kita Sebagai Manusia Bukanlah Untuk 

Mengubah Dunia, Melainkan Untuk Mengubah Diri Sendiri” 

 

“Our Greatest Ability As Human Beings Is Not To Change The World, 

But Rather To Change Ourselves” 

 

~ ( MAHATMAH GANDHI ) ~ 
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BAB I 

PENDAHULUAN. 

 

A. Latar Belakang. 

 Cita Negara Indonesia yang diwujudkan pendiri negara adalah merupakan 

suatu bangun negara kesatuan yang melindungi seluruh tumpah darah 

indonesia, yang pada prinsipnya mengedepankan kebersamaan untuk 

mencapai tujuan nasioanl. Kebersamaan yang dikonstruksikan dalam bentuk 

keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan konsep 

otonomi daerah1. Konsep atau prinsip otonomi daerah merupakan suatu upaya 

mewujudkan negara yang demokratis melalui keterlibatan masyarakat yang 

partisipatif terhadap semua aspek pembangunan daerah, termasuk didalamnya 

menentukan sendiri pemimpin daerah yang akan bertanggungjawab atas 

kemajuan daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada)2. 

 Kepala Daerah merupakan satu unsur penting bagi keberlangsungan sistem 

pemerintahan nasional, yang dalam pengertian lebih kecil bahwa kepala 

daerah adalah kepala pemerintahan yang cakupannya daerah, yang meliputi 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang pada dasarnya merupakan 

eksekutif di daerah. Pemaparan yang demikian dapat dipahami sebagai satu 

kesatuan dari adanya suatu negara. Kepala Daerah yang dalam hal ini 

bermula pada otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan 
                                                             

 1 Hari Saborno, “Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”, Sinar Grafika, 

Jakarta; 2008, hlm. 10. 

 2 Fabian Riza Kurnia, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala 

Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana”, (Institut Pemerintahan Dalam 

Negeri (IPDN ) Sumatera Barat), Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol 11, No. 2, 2019. 
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kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 19993. 

Pengertian ini tampak bahwa daerah diberi hak otonomi oleh pemerintah 

pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. 

 Pemerintahan Daerah tentu mempunyai satu elemen terpenting untuk 

menjalankan roda pemerintahan, yang biasa disebut kepala daerah yang 

sesungguhnya merupakan eksekutif di daerah. Hadirnya kepala daerah tentu 

melalui mekanisme pemilihan langsung yang diselenggarakan, yang disebut 

sebagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada yang dimaksud disini 

telah menjadi hal yang substansial, dikarenakan dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan ke dua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Aturan ini telah 

memberi penjelasan bahwa hadirnya kepala daerah pada subsistem 

pemerintahan daerah juga melalui proses pemilihan langsung yang 

diselenggarakan. Proses pemilihan langsung yang dimaksud disini adalah 

“Dari-Oleh dan Untuk Rakyat” seperti yang menjadi gambaran besar dari 

Abraham Lincoln yang berpendapat soal demokrasi. Pandangan yang 

demikian ini menempatkan rakyat sebagai subyek sekaligus objek terpenting 

dari adanya sebuah penyelenggaraan pemilihan umum di suatu negara. Pasal 

1 Ayat (2) UUD 1945 juga dengan jelas menegaskan bahwa dari hadirnya 

                                                             

 3 Sani Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, ( Universitas 

Sriwijaya, Jurnal Criksetra ), hlm.79. 
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demokrasi maka secara otomatis kedaulatan berada di tangan rakyat dan di 

laksanakan menurut Undang-Undang.  

 Indonesia sendiri pesta demokrasi atau pemilihan umum hadir dari 

selesainya masa jabatan kepala pemerintahan yang menjabat dari sub 

pemerintahan, baik pusat maupun pada skala daerah. Terkhusus pada 

pemerintahan daerah atau dalam hal ini kepala daerah, bahwa masa jabatan 

yang dimiliki adalah 5 Tahun yang terhitung sejak pada pelantikan yang 

dilakukan. Perlu juga kita mengetahui bahwa Indonesia tercatat memiliki 38 

Provinsi yang darinya itu proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan 

tidak secara serentak atau bersamaan seperti yang dilakukan pada pemilihan 

DPR, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal yang demikian ini 

memunculkan satu inisiasi baru yang berpatokan pada amanat undang-

undang, agar kiranya di Pemilihan Umum tahun 2024 nantinya juga menjadi 

pemilihan yang secara serentak dengan pemilihan kepala daerah yang 

dimaksud. Hal demikian jika ditinjau dari sisi negatif bahwa dengan 

diserentakannya pilkada di pemilu 2024 ini berpotensi akan memecah 

konsentarsi dari masyarakat sendiri dalam pemilihan, yang pada dasarnya 

masyarkat menjadi unsur terpenting dari penyelenggaraan pemilu serentak 

nantinya. Proses yang demikian tersebut tentu menjadi pembahasan yang 

mendalam, dikarenakan terhitung sekitar 271 Kepala Daerah yang purna 

tugas di tahun 2022 dan 2023 sebelum dilaksanakannya pilkada serentak. 

Secara otomatis dalam kekosongan jabatan yang ada, dari Kementerian 

Dalam Negeri untuk kiranya menghadirkan Penjabat Kepala Daerah di luar 
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dari kepala daerah yang purna untuk bisa mengisi kekosongan jabatan yang 

ada serta melanjutkan program kerja daerah, yang tentu hal tersebut 

menghindarkan dari adanya vacum of power yang ada di Pemerintahan 

Daerah. Akan tetapi, hal tersebut juga dipandang dari sisi negatifnya dari 

proses pelaksana tugas dari pejabat kepala daerah yang ada. Beberapa 

pandangan yang menyoal soal kekhawatiran akan adanya vacum of power 

(kekosongan kekuasaan), yang kemudian diisi oleh pejabat kepala daerah ini 

ditakutkan akan menyalahgunakan kekuasaan sebagai proyeksi majunya 

sebagai calon kepala daerah yang sesuai amanat demokrasi. Kekhawatiran 

lainnya bahwa hadirnya penjabat kepala daerah ini menyalahgunakan 

kewenangan dalam proses menjadi pemimpin daerah sementara dalam sub 

sistem pemerintahan daerah. Beberapa hal yang juga perlu dipandang sebagai 

permasalahan serius dalam agenda pilkada serentak 2024 adalah terdapat 

kekosongan jabatan kepala daerah yang jabatannya habis pada tahun 2022 

dan 2023, dan juga terdapat kepala daerah yang masa jabatanya tidak sampai 

5 (lima) tahun. Sebagai implikasi terhadap kekosongan jabatan ini sistem 

hukum di Indonesia pada hakikatnya telah mengakomodir mekanisme 

pengaturannya. Akan tetapi, pengaturan yang dimaksud pada dasarnya tidak 

ada relevansinya terhadap adanya kekosongan yang terjadi sebagai implikasi 

diselenggarakannya pilkada serentak. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 secara 

tegas menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
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demokratis4, dalam artian bahwa proses pengangkatan Penjabat yang 

diakibatkan pelaksanaan pemilihan serentak haruslah tetap dilakukan secara 

demokratis. Penjabat yang dimaksud beberapa di antaranya menjabat hingga 

satu periode masa jabatan. Selain itu, pengisian penjabat yang dilakukan ini 

tanpa melalui mekanisme yang demokratis, yang tentu hal tersebut memicu 

pada persolan yang terkait dengan legitimasi dari adanya posisi penjabat yang 

di maksud.  

 Maka dari itu, perlu untuk dikaji secara mendalam terkait dengan hadirnya 

Penjabat Kepala Daerah dalam satu wilayah pemerintahan. Persoalan 

mekanisme pemilihan penjabat yang terus menjadi satu hal kontroversi di 

ruang publik, serta perannya dalam mengakomodir kerja-kerja pemerintahan 

daerah yang dalam kurung waktu kerjanya menuju pilkada serentak di 2024. 

Beberapa pemabahasan yang hendak di angkat ini dibalut dengan satu judul 

besar yaitu Problematika Penjabat Kepala Daerah di Masa Pilkada 

Serentak Dalam Perspektif Demokrasi.  

B. Rumusan Masalah 

 Uraian latar belakang di atas menjadi rujukan atas persoalan yang 

dianggap tidak sesuai dengan aturan serta dinamika yang ada di pemerintahan 

daerah, maka penulis mendapat beberapa poin yang menjadi kejanggalan untuk 

dalam proses penelitian ini menjadi pembahasan yang mendalam. Adapun 

beberapa Rumusan Masalah yang hendak dipakai dalam penelitian ini, yaitu : 

                                                             

 4Pasal 18 Ayat 4 
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1. Bagaimana mekanisme pemilihan Penjabat Kepala Daerah dalam masa 

kekosongan jabatan ditinjau dari Persepektif Demokrasi? 

2. Apa saja yang menjadi kewenangan Penjabat yang ditunjuk dalam masa 

jabatan di pemerintahan daerah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengkaji mekanisme pemilihan Penjabat Kepala Daerah dalam 

masa kekosongan jabatan yang ditinjau dari persepktif demokrasi 

b. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi kewenangan penjabat yang 

ditunjuk dalam masa jabatan di pemerintahan daerah 

2.  Kegunaan Penelitian 

  Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis.  

Penelitian dengan judul yang mengarah pada sistem pemerintahan 

daerah ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan baru yang bisa dilihat atau ditinjau dari bagaimana 

proses pemilihan penjabat kepala daerah yang substansial dan juga 

bagaimana proses berdemokrasi dari pemilihan penjabat kepala 

daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini, serta menjadi harapan 

pula dapat kiranya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang dapat dipelajari di bangku perkuliahan atau pendidikan formal. 

b. Kegunaan Praktis  
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Aspek praktis ini dapat dikatakan bahwa dalam penelitian yang 

hendak dilakukan ini lebih pada upaya untuk dapat menjawab 

beberapa pertanyaan yang terus menjadi pembahasan yang sering kali 

kita amati dari diskursus di ruang publik. Hal ini menurut penulis 

sendiri bahwa judul yang diangkat ini dilihat dan ditinjau dari 

bagaimana persoalan yang demikian terjadi yang tidak selalu 

menerapkan sistem demokrasi yang terjadi diruang lingkup terkecil 

sekalipun. Manfaat penelitian yang terkhusus pada manfaat praktis 

dapat dijabarkan atas beberapa poin yang menjadi harapan besar. 

D Telaah Pustaka 

 Penulis menggunakan beberapa referensi untuk menunjang dalam karya 

ilmiah yang hendak disusun. Adapun rincian dari rujukan yang diambil 

sebagai berikut yaitu : 

 Pertama, Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pengangkatan Penjabat 

Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024” yang di tulis oleh Annisa 

Zahra Nur Umar, yang merupakan Mahasiswa dari Program Studi Ilmu 

Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat 2 rumusan 

masalah yang padanya menyoal soal Penjabat Kepala Daerah yang dititik 

beratkan pada  masa transisi dari akan diadakannya pilkada serentak di 2024 

nanti. 2 (dua) rumusan masalah tersebut adalah bagaimana mekanisme 

pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak 

2024 nanti, dan juga apakah mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah 
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tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan5. Menjadi 

perbedaan dengan judul yang nantinya akan saya tulis dalam karya ilmiah ini 

adalah penekanan soal beberapa problem yang terkait dengan penjabat kepala 

daerah dan tidak hanya pada persoalan mekanisme, akan tetapi bagaimana 

soal kewenangan yang ada di penjabat kepala daerah pada prosesnya 

memerintah di masa transisi Pemilukada 

 Kedua, Thesis yang berjudul “Problematika Penunjukan Kepala Daerah 

Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasioanal Tahun 2024”. Pada Thesis ini 

penulis yang bernama Dadan Ramdani memperjelas dalam kerangka 

pembahasan dari 2 rumusan masalah, yaitu Tinjaun Umum tentang Teori 

Demokrasi, Otonomi Daerah, Kewenangan pemerintah dan pengujian norma 

hukum dan pembahasan ke dua mengenai Penunjukan penjabat kepala daerah 

pada masa transisi pilkada serentak nasional 2024. Hasil yang didapat dari 

Judul Thesis yang diangkat ini adalah dalam tinjauan teori demokrasi bahwa 

penunjukan penjabat (pj) kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak 

nasional tahun 2024, tidak mencerminkan penerapam prinsip-prinsip 

demokrasi berdasarkan parameter demokrasi yang digunakan oleh penulis 

berdasarkan pendekatan teori proses kebijakan publik6. Penunjukan penjabat 

(pj) kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024 

tidak sesuai dengan putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan 

                                                             

 5 Annisa Zahra Nur Umar,  Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Transisi 

Pilkada Serentak 2024. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kaliajaga Yogyakarta. Hlm 7. 

 6Dadan Ramdani, “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa 

Transisi Pilkada Serentak NasionalTahun 2024”. Program Studi Program Magister Fakultas 

Hukum, Universitas Islam Indonesia. hlm 286. 
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MKRI Nomor 15/PUU-XXI/2022. Hal ini didasari karena penunjukan 

penjabat (pj) kepala daerah dilakukan tanpa adanya pembentukan aturan 

pelaksana dari pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 dan mengabaikan mandat 

konstitusional yang terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah 

Kosntitusi dalam putusan MKRI Nomor 67/PUU-XXI/2021. Menjadi 

perbedaan antara thesis di atas dengan judul yang saya angkat adalah pada 

thesis tersebut lebih menekankan pada bagaimana pengabaian proses 

penunjukan penjabat kepala daerah terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 

2016, dan kemudian judul yang saya angkat ini lebih menekankan kepada 

bagaimana proses demokrasi yang dimaksud dalam hal ini lebih di terapkan 

pada proses pemilihan kepala daerah dalam subsistem pemerintahan daerah.  

 Ketiga, Artikel yang berjudul “Analisis Penerapan Demokrasi Politik 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia”. Jurnal yang ditulis oleh 

Indar Arifin, yang merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan 

Universitas Hasanuddin ini mendapatkan hasil dari penelitiannya yaitu, bagi 

penulis bahwa Demokrasi bukanlah sistem politik maupun pemerintahan 

pilihan satu-satunya, yang dianggap terbaik menuju kepada kesejahteraan 

sosial. Demokrasi-pun bisa dibantahkan sebagai sebuah sistem yang lebih 

banyak digandrungi pasca runtuhnya Uni Soviet melawan negara super 

power Amerika Serikat.7 Demokrasi kemudian menjadi alat atau sarana yang 

memungkinkan untuk mencapai kemanusiaan yang lebih baik karena di 

                                                             

 7Indar Arifin, “Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesehjateraan 

Sosial di Indonesia” Universitas Hasanuddin, Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, 

Makassar. Indonesia. Hlm 61. 
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dalamnya mengandung nilai keadilan dan kebebasan (fredoom). Perbedaan 

antara skripsi yang nantinya penulis susun adalah bagaimana dalam skripsi ini 

dari penulis mencari poin-poin dalam berdemokrasi yang baik sehingga bisa 

diterapkan dalam pemilihan kepala daerah maupun penjabat yang kemudian 

menjadi pelaksana tugas dari kepala daerah yang purna tugas.  

 Keempat, Artikel yang berjudul “Problematika Yuridis Pengisian Penjabat 

Sementara Kepala Daerah, Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Artikel 

yang ditulis oleh 3 orang, yaitu Ahmad Gelora Mahardika (Mahasiswa 

Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah), Sun Fatayati (Mahasiswa 

Institut Agama Islam Tribakti), dan Ferry Nahdian Furqan. Ketiga, mengacu 

pada problem pengangkatan penjabat kepala daerah yang sejatinya tidak 

dilandasi asas demokratis. Hal tesebut ditinjau pada Pasal 18 UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa semua kepala daerah sepatutnya harus dipilih melalui 

mekanisme yang demokratis. Selain itu, durasi masa jabatan kepala daerah 

berpotensi mencapai satu periode masa jabatan. Kondisi yang demikian, tentu 

menimbulkan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Hasil 

dari jurnal ilmiah ini adalah merujuk pada alternatif dari persoalan yang 

demikian. Beberapa alternatif dari permasalahan tersebut, antara lain : 

Pertama, Pemilihan kepala daerah dapat dilakukan melalui mekanisme 

DPRD. Pada hakikatnya, demokratis sebagaimana tercantum dalam pasal 18 

ayat (4) UUD NRI 1945 tidak selalu dimaknai pemilihan secara langsung. 
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8Kedua, Perpanjangan masa jabatan kepela daerah yang sedang menjabat. 

Pada penjelasan bahwa pada kepala daerah yang sedang menjabat sekarang 

pada hakikatnya mereka dipilih secara demokratis, meskipun kesemuanya 

hanya diberikan jabatan hanya lima tahun, akan tetapi dalam kondisi tertentu 

kepala daerah tersebut sepatutnya diberikan kesempatan untuk memegang 

jabatan yang lebih lama. Pada artikel ini lebih membahas terkait dengan apa 

saja problem yuridis yang padanya menyoal pengisian jabatan dari penjabat 

kepala daerah, dan menjadi perbedaan dengan Skripsi yang hendak disusun 

oleh penulis adalah bagaimana menganalisis regulasi terkait dengan pengisian 

jabatan yang ada pada penjabat kepala daerah.  

E.  Kerangka Teoritik. 

  Kerangka Teori  merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan 

sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian karya ilmiah ini. Pada 

Skripsi yang hendak ditulis ini menggunakan 4 Teori besar yang padanya 

antara lain ; Pertama, Teori Good Governance. Kegunaan dari pada teori ini 

adalah bagaimana dalam tulisan ini hendaknya memberikan pemahaman yang 

tentang tata kelola pemerintahan daerah yang padamya terkait dengan 

Penjabat Kepala Daerah. Kedua, Teori Otonomi Daerah. Kegunaan dari teori 

ini adalah untuk memahami atau menyingkronkan substansi otonomi daerah 

dalam sistem pemerintahan daerah.  

 Kerangka yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah: 

                                                             

 8 Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, Fery Nahdian Furqan, “Problematika Yuridis 

Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. hlm 

35. 
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1. Good Governence 

 Teori ini merupakan salah satu teori dalam sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik dan benar. Dengan adanya konsep atau teori 

dalam sistem ini dianggap sebagai angin segar untuk memperbaiki 

sistem pemerintahan indonesia ke arah yang lebih baik. Menurut para 

ahli yang bernama Mardiasmono bahwa teori ini merupakan tata cara 

suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi 

dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi 

mewujudkan pemerintahan yang baik. Pada prinsipnya bahwa untuk 

mengukur keberhasilan kinerja pemerintahan dalam mengelola dan 

menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan benar dapat ditinjau 

dari beberapa poin prinsipil  

a. Partisipasi Masyarakat. 

Masyarakat merupakan satu elemen penting dalam hadirnya 

birokrasi dari pemerintahan, terkhusus pada pemerintahan 

daerah dalam hal ini. Partipasi masyarakat dalam hal 

pengambilan keputusan dan lain sebagainya menjadi penting 

bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang ada, dan bisa 

menjadi satu indikator terpenting dalam menilai keberhasilan 

kinerja pemerintahan dalam mengelola serta juga 

menjalankan.  

b. Efektivitas dan Efisiensi 
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Efektivitas merupakan ukuran tentang sejauh mana sesuatu 

kegiatan atau hal lain. Efisiensi merupakan ukuran 

keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya 

untuk mencapai hasil dari kegiatan atau sesuatu yang 

dijalankan mencapai tujuannya. Hadirnya penjabat kepala 

daerah dalam subsistem pemerintahan daerah bisa diukur 

keberhasilan pengelolaan pemerintahan daerah yang ditinjau 

dari efisiensi atau efektivitas dalam mengelola pemerintahan 

itu sendiri.  

2.  Otonomi Daerah 

  Teori ini secara khusus merupakan pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah yang secara tugas dan 

fungsi dalam mengatur dan mengakomodir urusan-urusan dari 

pemerintahan daerah sendiri, yang dalam hal ini tentu berpacu pada 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi 

prinsip dalam mengurus dan mengakomodir urusan dari pemerintahan 

daerah. Prinsip-prinsip tersebut adalah  

a. Prinsip Otonomi Seluas-luasnya. 

Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah 

daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankan 

pemerintahan dalam memajukan daerah. Prinsip tersebut tetap 

berlandaskan pada aturan dan undang-undang yang berlaku. 

b. Prinsip Otonomi Nyata. 
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Pemerintahan Daerah yang tentu sudah di berikan pelimpahan 

wewenang tidak sekedar berakhir atau hanya sampai pada ide 

atau pada fungsi partispasi saja. Namun, lebih dari itu bahwa 

dalam otonomi nyata ini pemerintahan daerah dituntut untuk 

bisa memberikan dampak nyata dan bisa dirasakan.  

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggung Jawab. 

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah pemerintah daerah harus bertanggung jawab 

pada wewenang yang telah diberikan. Tanggungjawab yang 

diemban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah 

secara merata. 

3. Negara Hukum dan Demokrasi. 

  Konsepsi tentang negara hukum yang semula hanya dirumuskan 

dalam penjelasan UUD 1945, kini telah teperinci dengan perumusan 

yang secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan 

bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Gagasan tentang 

negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum 

itu sendiri sebagai suatu sistem fungsional dan berkeadilan, 

dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur 

kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta 

dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang 

rasional dan impersonal dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara9.  

                                                             

9 Jumly Asshiddiqie, ”Gagasan Negara Hukum Indonesia”¸ hlm 1. 
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  Menurut Arif Sidharta merumuskan pandangannya tentang unsur-

unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 

(lima) hal sebagai berikut 10; 

a. Pengakuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia 

yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia 

(humam dignity) 

b. Berlakunya asas kepastian hukum. 

Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian 

hukum terwujud dalam masyarakat. 

c. Berlakunya persamaan.  

Dasar negara hukum bahwa pemerintah tidak boleh 

mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu. 

d. Asas demokrasi, di mana setiap orang mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan 

atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. 

e. Pemerintah dan penjabat mengemban amanah sebagai pelayan 

masyarakat dalam rangka mewujudkan kesehjateraan 

masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang 

bersangkutan. 

                                                                                                                                                                 

 
10 B Arif Sidharta, ”Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, (Jentera: Jurnal 

Hukum), “Rule Of Law”, Pusat Studi dan Kebijakan (PSKH), Jakarta, edisi 3 Tahun II, 

November 2004, hlm. 124-125. 
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Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dari sistem 

hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri negara hukum 

yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip11, di antaranya ; 

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah; 

b. Prinsip musyawarah; 

c. Prinsip keadilan; 

d. Prinsip persamaan; 

e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia; 

f. Prinsip peradilan yang bebas; 

g. Prinsip perdamaian; 

h. Prinsip kesehjateraan; 

i. Prinisp ketaatan rakyat. 

Merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum dan 

penerapannya dalam situasi indonesia dewasa ini. Maka adanya 

perumusan 13 (tiga belas) prinsip pokok negara hukum (rescthsstaat). 

Dari ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama 

yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga 

dapat disebut sebagai negara hukum (The Rule Of Law)12. Prinsip-

prinsip tersebut, antara lain; 

a. Supremasi Hukum ( Supremacy of Law ); 

                                                             

11 Muhammad Tahir Azhary, “Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya di 

Lihat dari Segi Hukum Islam Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini”, Bulan Bintang, 

Jakarta, 1992, hlm. 64. 
12 Jimly Asshidiqie, Ibid, hlm. 9. 
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b. Persamaan dalam Hukum (Equality Before The Lawi); 

c. Asas Legalitas ( Due Process of Law ); 

d. Pembatasan Kekuasaan; 

e. Organ-Organ Campuran yang Bersifat Independen; 

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; 

g. Peradilan Tata Usaha Negara; 

h. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); 

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia. 

Sistem konstitusi negara memberi penjelasan bahwa cita negara 

hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan 

gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. UUD 1945 tidak 

lalu dijelaskan secara terperinci, namun demikian bahwa hal tersebut 

sudah menjadi penegasan bersama akan halnya indonesia menganut 

gagasan negara hukum. 

  Negara yang menganut sistem demokrasi tidak terlepas dari 

namanya hukum. Teori yang mengambil dua poin besar ini erat 

kaitanya satu sama lain. Keserasian hubungan suasana kehidupan 

politik pemerintah dengan suasana kehidupan politik rakyat dapat 

terjalin apabila ada aturan yang disepakati dan dijalankan secara 

bersama. Peranan hukum dalam pengejawantahan dalam hal inilah 

yang akan membawa demokrasi dapat terwujud sehingga dalam 

proses dapat kiranya bisa diminimalisir.  



18 
 

  Demokrasi ditinjau kembali sebagai bahan untuk memahami dan 

membahas tentang teori demokrasi secara umum. Karna model 

demokrasi yang dikemukan oleh Carol. Gould dalam pandangannya 

yang merupakan sistem demokrasi yang terus berkembang. 3 Model 

yang kemudian dikemukan oleh Carol. Gould, yaitu Model 

Individualisme Liberal, Model Pluralis, dan Model Sosialiseme 

Holistik. 

a. Teori demokrasi model individualisme liberal.  

Model Demokrasi ini menjelaskan tentang demokrasi sebagai 

pelindung orang kesewenang-wenangan kekuasaan 

pemerintah, dan mendudukkan pemerintah sebagai pelindung 

kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan.  

b. Model Pluralis. 

Demokrasi pluralis merupakan model teoritis yang muncul 

dalam tulisan para teoritis. Pada model teori ini merupakan 

kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan 

kepentingan pribadi invidu yang saling lepas. 

c. Model Sosialisme Holistik.  

Model teori demokrasi ini lebih kepada pendekatan yang 

menekankan demokrasi ekonomi yang dilontarkan oleh 

individualisem liberal.  

F.  Metode Penelitian  
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  Penulisan karya ilmiah ini perlu kiranya juga memaparkan metode dalam 

penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai upaya atau cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang dalam hal dengan tujuan tertentu dan kegunaan 

tertentu pula. Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan 

menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah secara teliti yang 

bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengambil 

kesimpulan secara objektif dan sistematis guna memecahkan suatu masalah13.  

 Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan kunci untuk 

menghasilkan karya tulis dengan hasil ilmiah yang baik. 

1. Jenis Penelitian 

Penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

yuridis-normatif yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, kamus 

dan lain sebagainya serta menggunakan data sekunder. Penelitian ini 

juga disebut legal research, yang pada penelitian ini tidak diperlukan 

studi lapangan dan dikonsepkan hukum berdasarkan kaidah atau 

norma yang berlaku14.  

2. Sifat Penelitian.  

Sifat dari penelitian yang hendak dilakukan ini adalah 

menggunakan sifat deskriptif-analitis, yaitu sifat yang memerlukan 

pengamatan atau tampak dan dideskripsikan secara langsung. Sifat 

                                                             

13 Rifa’i Abubakar, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Suka-Press  UIN 

Sunan Kalijaga, 2021), hlm.2. 
14 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,  “Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat” 

(Jakarta:Rajawali Pers, 2006), hlm. 23. 
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penelitian ini lebih kepada memaparkan problem apa saja yang hadir 

di pemerinatah daerah dengan adanya penjabat kepala daerah dari 

adanya inisiasi pemilu serta pilkada serentak di tahun 2024.  

3. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan 

konseptual (conseptual approach), sesuai dengan apa yang menjadi 

gambaran pada jenis penelitian di atas, maka pendekatan penelitian ini 

lebih kepada menganalisis beberapa regulasi atau peraturan 

perundang-undangan (statute approach) yang ada sebagai bagian dari 

proses menganalisa atas objek kajian yang ada. Pendekatan ini juga 

mengambil beberapa karya ilmiah sebagai bahan rujukan terdahulu 

yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan ini juga 

menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah 

pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi15.  

4. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian.  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

a) Mengenai proses pemilihan kepala daerah secara demokratis, 

Pasal 18 Ayat 4 

b) Tentang pemilihan kepala daerah tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 

c) Penjabaran tentang sistem demokrasi dalam mekanisme 

pemilihan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 

                                                             

15 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 

hlm. 137. 
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d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sejarah, konsep 

otonomi daerah. 

2) Data Sekunder. 

Sumber data sekunder merupakan upaya peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diambil dari sumber primer. Lebih lanjut 

bahwa di data sekunder ini merupakan data yang diambil sejak 

awal melakukan penelitian. Penulis mengambil referensi dari 

berbagai karya ilmiah serta jurnal, artikel ilmiah yang terkemuka 

maupun hasil penelitian yang identik dengan judul penelitian yang 

di ambil. 

3) Bahan Hukum Tersier. 

Merupakan bahan non hukum yang terdiri dari kamus hukum, 

KBBI, ensiklopedia dll. Bahan non hukum perlu untuk menunjang 

dalam proses analisis terhadap bahan hukum16.  

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Proses ini merupakan proses riset di mana peneliti menerapkan 

metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk 

dianalisa. Teknik pengumpulan data ini peneliti mengkaji peraturan 

perundang-undangan dan literatur-literatur terkait lainnya yang erat 

kaitannya untuk kiranya bisa menjawab permasalahan yang dibahas. 

6. Analisis Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

                                                             

16 Muhaimin, “Metode Penlitian Hukum”, (NTB:Mataram University Press, 2020), hlm. 

60. 
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 Merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam hal pemeriksaan, 

pembersihan, transformasi dan juga pemodelan data dengan memiliki 

tujuan untuk dapat menemukan informasi yang berguna dan untuk 

menginformasikan sebuah kesimpulan yang mendukung dalam 

melakukan pengambilannya. Penelitian ini penulis menggunakan 

analisis kualitatif, di mana semua data yang diperoleh secara kualitatif 

normatif, yaitu analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, 

mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan dalam 

bentuk kalimat-kalimat pada studi putusan. 

G.  Sistematika Pembahasan. 

  Sistematika pembahasan Skripsi merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penulisan Skripsi terdiri dari lima bab yang merupakan satu 

kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain  

  Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar awal pembahsan Skripsi. Pada 

bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan di 

kaji dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka yang berisi kajian atas penelitian untuk mengetahui penjabaran apa 

yang hendak dibawa, kerangka teori sebagai bahan analisis terhadap rumusan 

masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang dibagi dalam jenis 

penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data 

serta pembahasan yang diletakan di bagian akhir bab. 
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  Bab II ini membahas tentang tinjauan Otonomi daerah, Penjabat Kepala 

Daerah, Demokrasi dan Good Governance. 

  Bab III membahas tentang mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah 

dan kewenangan yang dimiliki dalam Sistem Pemerintahan Daerah 

  Bab IV membahas tentang analisis terhadap mekanisme pemilihan serta 

kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah  

  Bab V, yang berisi tentang penutup, kesimpulan dari jawaban dari pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini dengan 

dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari 

semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP. 

 

A. Kesimpulan.  

 Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai mekanisme 

pengangkatan penjabat kepala daerah dan bagaimana kemudian 

kewenangan yang ada penjabat kepala daerah itu sendiri. Maka dapat di 

tarik kesimpulan dengan beberapa poin, antara lain; 

1. Mengenai mekanisme pemiliham penjabat kepala daerah, sejatinya 

telah mengenyampingkan legitimasi rakyat sebagai bagian terpenting 

dari adanya sebuah sistem pemerintahan. Terkhusus pada 

pengangkatan tersebut juga telah mengenyampingkan adanya prinsip 

demokrasi di daerah. Hal tersebut ditinjau dari mekanisme yang 

menitikberatkan pada rekomendasi DPRD baik itu tingkat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota yang telah di abaikan dengan proses 

pengambilan keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan aturan 

pelaksana dari mekanisme yang ada juga tidak diatur dengan jelas 

tentang mekanisme maupun syarat atau ketentuan mengenai hadirnya 

penjabat kepala daerah di birokrasi pemerintahan daerah. Aturan 

tersebut hanya sebagai penegasan atas kekosongan jabatan kepala 

daerah definitf dan juga mengatur mengenai pelaksanaan pilkada 

serentak di tahun 2024. Proses dari adanya mekanisme pemilihan 
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penjabat kepala daerah inipun tidak terlalu memperhatikan makna dari 

adanya demokrasi, hal tersebut ditinjau dari proses demikian yang 

tentu mengabaikan putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 yang dalam 

proses demokrasinya memperhatikan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 

2. Mengenai kewenangan pada penjabat kepala dearh sejatinya tidak lalu 

kemudian menjadi kewenangan mandat yang berasal dari rakyat pada 

umumnya, seperti kewenangan yang melekat pada kepala daerah 

definitif. Jabatan penjabat kepala daerah yang relatif lama juga telah 

mengenyampingkan hakikat dari demokrasi di daerah, bahwa 

sejatinya demokrasi yang mengedepankan suara rakyat sebagai bagian 

terpenting telah kehilangan arahnya dengan hadirnya kewenangan 

penjabat kepala daerah yang relatif lama. Adanya batas kewenangan 

yang diatur dalam Pasal 132 A ayat (1) dan (2) PP Nomor 49 Tahun 

2008 menjadi suatu problem tersendiri, bahwa dengan adanya batasan 

kewenangan tersebut sejatinya pelayanan publik dari pemerintah di 

daerah tidak berjalan secara dinamis. Peraturan Presdien (Perpres) 

Nomor 16 Tahun 2016 yang menyebutkan ada 3 poin kewenangan 

yaitu Melaksanakn tugas, wewenang dan juga tanggungjawab. Aturan 

tersebut  jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pasal 65 Ayat (1) dan (2) yang merupakan rincian kewenangan yang 

disebutkan dari Peraturan Presdien (Perpres) Nomor 16 Tahun 2016, 

maka tidak ditemukan akan kewenangan padanya melaksanakan 

tanggungjawab dari kepala daerah definitf. Temuannya hanya saja 
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pada melaksanakan tugas dan juga wewenang. Jika dilihat lagi bahwa 

adanya kerancuan pemberlakukan aturan daru 2 pengaturan di atas. 

Implikasi dari ini adalah adanya tumpang tindih aturan atau regulasi 

yang menjadi  pemberlakukan kewenangan dari penjabat kepala 

daerah.  

B. Saran. 

  Beberapa poin yang menjadi kesimpulan dari jabaran pembahasan 

bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang menjadi saran dari 

penulis terhadap judul penelitian yang di angkat, diantaranya ; 

1. Proses yang dalam halnya menghadirkan penjabat kepala daerah 

dalam sistem pemerintahan daerah seharusnya lebih memperhatikan 

prinsip demokrasi di daerah, bahwa sejatinya mengenai peran 

pemerintah pusat di daerah hanya pada kontrol terhadap berjalannya 

sistem pemerintahan di daerah dan tidak mendominasi urusan yang 

menjadi bagian dari urusan pemerintahan daearh. DPRD yang menjadi 

representasi demokrasi di daerah sejatinya harus dilibatkan penuh dan 

punya legitimasi yang lebih dari adanya proses atau mekanisme 

pemilihan kepala daerah. Aturan yang menjadi patokan seharusnya 

mekanisme yang dilakukan lebih memperhatikan amanat dari Putusan 

MK Nomor 67 PUU/XIX/2021 yang korelasinya di harapkan sesuai 

dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang sejatinya mengatur tentang 

Kepala Daerah. 
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2. Mengenai kewenangan yang ada pada penjabat kepala daerah harus 

kiranya di perhatikan kembali. Bahwa aturan yang membatasi tentang 

kewenangan dalam Pasal 132 A Ayat (1) dan ayat (2) PP  Nomor 49 

Tahun 2008 sejatinya telah menghambat penjabat kepala daerah dalam 

halnya pelayan publik di daerah. Kewenangan yang melekat pada 

penjabat kepala daerah juga lebih di perhatikan kembali, karena 

hadirnya penjabat kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah 

tidak melalui pemberian mandat dari rakyat di daerah pada umumnya. 

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) seharusnya membuat satu aturan baku terkait dengan 

kewenangan dari penjabat kepala daerah itu sendiri. Hal ini dilihat 

pada aturan mengenai kewenangan terjadi tumoang tindi regulasi 

antara aturan dari SK BKN No. K. 26-30/V.100-2/99 dan Pasal 132 A 

Ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008 terjadi. 

3. Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam 

Negeri ( Mendagri) seharusnya lebih memperhatikan prinsip otonomi 

daerah. Urusan yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah tidak 

lalu kemudian di sentralkan pada kebijakan dari pemerintah pusat. 

Mengenai mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah dan juga 

kewenangan yang ada seharusnya lebih dominan menjadi urusan dari 

pemerintah daerah.  
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